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I ijin tertulis dari [N

Syukur [ kcpada Allah SWT, berkat rahmat dan ridho Nya, Buku
Konsep Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal ini bisa kami selesaikan.

Buku Konsep Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal ini diperuntukkan
bagi mahasiswa Program Studi Manajemen dan Program Sudi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Buku Konsep Yang Mempengaruhi Alokasi
Belanja Modal ini berisi tentang latar belakang perlunya Alokasi belanja modal,
konsep yang mempengaruhi alokasi belanja modal, masalah-masalah dan analisis
alokasi belanja modal serta solusi penangannya.

Tujuan Buku Konsep Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal ini adalah
sebagai pegangan bagi mahasiswa untuk memahami dan mendalami Konsep Yang
Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal di Fakulats Ekonomi dan Bisnis, dan
untuk memudahkan mhasiswa dalam mempelajari materi Konsep Yang
Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. Buku Buku Konsep Yang Mempengaruhi
Alokasi Belanja Modal ini berisi tentang deskripsi Konsep Yang Mempengaruhi
Alokasi Belanja Modal, tujuan Konsep Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja
Modal.

Besar harapan kami sebagai b Manajemen dan [ N

I dengan  dibuatnya buku Konsep Yang

Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal ini dapat menjadikan mahasiswa paham
dan dapat memahami tentang Konsep Yang Mempengaruhi Alokasi Bojmmmia
Modal sesuai dengan prinsip Konsep Alokasi Belanja Modal. Akhirnya

N ucapon N 1cndukung

pembuatan Buku Konsep Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal ini.

Penuligmmenyadari bahwa Buku Konsep Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja
Modal h Kami terbuka dengan [N demi

perbaikan Buku Konsep Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal ini. Semoga
kita semua bisa mengambil manfaat dari Buku Konsep Yang Mempengaruhi
Alokasi Belanja Modal ini. Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.

Gresik, Juni 2022

Tim Penulis

ii Konsep [ —




DAFTAR ISI

RINGKASAN KONSEP YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA

MODAL .. reveeeee e VL

BAB I GAMBARAN UMUM KONSEP ALOKASI BELANJA MODAL ........

: Dampak Transfer Fiskal Antar

Pemerintah ..
BAB 11 KONSEP DAN TEORI ALOKASI BELANIJA MODAL

2.@leori .
i I 0.
A o
1.5 I

'l 6_)

I 2 _ Sebelumnya
21 _
12+ -
I 26 _)

24 _

25 -

. 16

17

e 18
18
e 19
- 19

19

e 20
21

BAB . PROSEDUR PENELITIAN KONSEP ALOKASI BELANIJA MODAL

iii Konsep Yang Mempengaruhi _

e 22
veeene 22
e 22
e 22

.. 24




Metode Kuantitatif ... J R

Bl gmatisis Regresi ...

B I MOGC] e
. <u;i I
5 I Hipotesis. ..

Bi IV ANALISIS AN SOLUSI KONSEP ALOKASI BELANJA MODAL 30

a1

4.12

F Bagi Hasil (DBH) ..o
s ...
I
o _)
. 6 Kepadatan Penduduk .
JLAKUrasi INSTrUMEN ......ocov vt et e seenae e 9
A £ T USSR .
Asumst KIasiK ... e .
431 .
[ .3.1Pengaruh _
¥ 0 O O O000=

4.

B
I34_

| KX
N

B Simpulan...........

iv Konsep [ —




-— .......................................................... -30

.......................................................................................................................................... 32
Tabel 3: Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan (dalam persen) ..........ouuecieeeeennnne. 35
Tabel 4: Proporsi Dana Bagi Hasil terhadap Total Pendapatan (dalam persen)............... 37
Tabel 5: Proporsi DAU terhadap Total Pendapatan (dalam persen) .........cevieeeennne 40
Tabel 6: Propogll DAK terhadap Total Pendapatan (dalam persen) .........ceviveeennnnn 42
Tabel 7:PDRB (dalam

v Konsep Yang Mempengaruhi _




|

e e— 20
I : I 32

Gambar 3: Proporsi PAD terhadap Total Pendapatan...........ccoeiiiiviinienieineniciecie e 34
Gambar 4: Proporsi Dana Bagi Hasil terhadap Total Pendapatan .........cccoooveiiiiieieennene 37
Gambar 5: Proporsi DAU terhadap Total Pendapatan ...........ccoeiiiiviiinienieineescse e 39
Gambar 6: Propo AK terhadap Total Pendapatan ..........c.cccoiiviiiiiinnisinieiicieieenene 42

Gambarl PORE e ... 44

Gambar 9:
Gambar 10:
Gambar 11:
Gambar 12:
Gambar 13: Rata-rata PDRB pada

Gambar 14: [N Alokasi [N Kota

Gambar 15: Rata-rata Kepadatan Penduduk pada Kabupaten/Kota

vi Konsep [—




I

g

3
=
=)

| S
=

2005-2015

I
|

vii Konsep Yang Mempengaruhi _




RINGKASAN KONSEP YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL

=
-
3
=
=




BAB1
GAMBARAN UMUM KONSEP ALOKASI BELANJA MODAL

Sesuai dengan — ada 4 (I

rakyat, |

membentuk suatu tatanan

N - Pencgaian [IM negara tersebut harus
dilaksanakan secara bersama-sama antara

. Pemerintah dacrah [ 1 layani

masyarakat di semua bidang pelayanan publik, seperti kesehatan, infrastruktur,

pendidikan dan lain sebagainya (Ritonga, 2014: 103).

sebagai pengganti _

I 2 . o .
M. dcngan  esensi kebijakan [N, ccloh

menempatkan provinsi, - dan - iagai titik berat ekonomi (Halim,

2016: 163). Menurut Halim (2016: 164),
R yang
Y ccrcermin

.
. Untuk itu _ daerah membutuhkan dana yang
cukupuntuk menjalankan fungsinya (Uhunmwuangho dan Aibieyi, 2013).

= kemandirian [ mampu

melaksanakan upaya pembangunan daerahnya dengan baik p

Kemandirian

keuangan yang baik dapat ditandai dengan besarnya nilai rasio

N Menurut CICA (1997
. 55, I di mana
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I —— dalam
N belanja modal M besar dapat

mengindikasikan bahwa suatu pemerintah daerah telah bersungguh-sungguh

dalam gpaya melaksanakan pembangunan di daerahnya. Menurut Halim (2016:
214), —

I (nfrostukcur (IS bclanja modal N

mempercepat roda perekonomian sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan

dengan lancar.

Besarnya
I dapat dihitung dengan pendekatan proporsi antara
I dibagi dengan
. Hal tersebut dimaksudkan untuk

menghilangkan efek perubahan harga pada tahun berkenaan dan agar terdapat

keterhandingan data antar periode.
h cukup
sar. _ data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, PDRB vinsi
_- Nilai PDRB L

I sclalu N dori [N 2012 Akan tetapi,

_ belum memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan

infrastruktur (www.nusantara news). Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji

pendapatan daerah dan belapia modal dari berbagai faktor. Tabel berikut

merupakan uraian singkat dari relevan _
Table 1: [ Sebelumnya

Peneliti - - Variabel Metode Analisis
Lewis 2013 Belanja Modal |a. Belanja modal per kapita. Deskriptif  kuantitatif,
Pemerintah Daerah di |b. PAD per kapita. Panel data dan
Indonesia: Dampak |¢. DAU per kapita. Generalized Method Of
Transfer Fiskal Antar |d. DAK per kapita. Moment (GMM)
Pemerintah e. PDRB.
f.  Jumlah penduduk.
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No. Peneliti Tahun Judul Variabel Metode Analisis

2. Edogbanya, | 2013 Tingkat  Pendapatan: |a. Belanja modal. Deskriptif Kuantitatif,
Adejoh, dan Dampak Upaya |b. Alokasi pendapatan | Ordinary Least Square
Sule Pembangunan transfer. (OLS) dengan

Pemerintah (Sebuah |c. Pendapatan minyak | menggunakan  SPSS
Studi tentang Dewan mentah. 17

Daerah  Terpilih di |d. Pendapatan Asli Daerah.

Kogi Timur Senatorial |e. Pajak Pertambahan Nilai.

Distrik)

3. amuka dan - a. Belanja modal. Deskriptif Kuantitatif
L b. DBH.

c. DAU.
d. DAK.

4. ﬁ a. Belanja modal. Deskriptif Kuantitatif,

] b. PAD. Moderated
c¢. Pertumbuhan ekonomi. Regression Analysis
(MRA)

5. Olubukunola | 2014 Peran Pendapatan Asli |a. Tarif. Kuantitatif dan
dan Daerah di  Daerah |b. Denda. kualitatif,  Ordinary
Siyanbola Administrasi ¢. Pendapatan. Least Sgquare (OLS)

Pemerintahan di |d. Sewa. dengan menggunakan
Nigeria e. Bunga. Eviews

f. Hibah.

g. Pendapatan lain-lain.

6. Aloysius dan | 2015 Pendapatan Internal Ketidakefisienan  pemantauan | Deskriptif  Kualitatif,
Fabian dalam sistem pejabat/departemen pendapatan | survei

pemerintah daerah dan | menyebabkan pendapatan yang
Pembangunan buruk.

Masyarakat

Berkelanjutan Di

Nigeria: Studi Wilayah

Pemerintah Daerah

Abakaliki

Negara Ebonyi

7. Fisher dan | 2015 Analisis Belanja Modal |a. Belanja modal riil per | Deskriptif kuantitatif,

Wassmer Negara Bagian- kapita negara bagian. panel data
Pemerintah Daerah |b. Kepadatan penduduk.
selama Tahun 2000-an  |c. Persentase pertumbuhan

jumlah penduduk dekade
sebelumnya.

d. Persentase  pertumbuhan
jumlah  penduduk  yang
mengikuti K-12  sekolah
umum,

e. Persentase jumlah
penduduk yang berumur >
65.

f. Persentase jumlah
penduduk pemilik rumah.

g. Produk Negara Bagian
Bruto (PNBB) per kapita.

h. Hibah federal per kapita

tertinggal.
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.iitiia dan

PAD.
DAU.
DAK.
SiLPA.

No. Peneliti Tahun Judul Variabel Metode Analisis
Dana investasi ARRA per
kapita tertinggal.
Persentase belanja megara
dikurangi belanja negara-
daerah.
Ideologi  politk  warga
negara liberal.
8. Har@ingsih - Deskriptif Kuantitatif,
dan regresi berganda
9. Asyaidah E Deskriptif Kuantitatif,
Panel Data
10. E | | Deskriptif kuantitatif,
panel data
Kepadatan penduduk.
Pendapatan per kapita.
11. | Mulyani 2016 Hubungan Belanja modal. Deskriptif Kuantitatif,
PAD. korelasi berganda
DAU
12. | Heliyanto - Belanja modal Deskriptif  kuantitatif,
_ PAD. panel data
] DAU
Pengalokasikan DAK
DBH.
13. [ ] Belanja modal. Deskriptif kuantitatif,

panel data

Berdasarkan

terdahulu dengan

iaian tersebut,
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, yaitu [ berlokasi di




_ Timur _ tahun 2006-2015 dan penggunaan proporsi

dalam pepehitungan variabel alokasi belanja modal dan komponen pendapatan

daerah.

I oo
|

Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari pemerintah provinsi yang telah

alokasi belanja modal,

melaksanakan desentralisasi. Provinsi Jawa Timur termasuk pemerintah provinsi

terbaik dan mendapat penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha di Hari

Otonomi Daerah ke-21 pada 2016 (www.jatim.tribggnews.com). Akan tetapi,
penelitian Kuswoyo, Sujarwoto, dan Wachid (2015) b
N Timur memiliki rasio

keuangan yang kurang sehat khususnya rasio kemandirian daerah. Setelah lima

belas tahun desentralisasi fiskal, hanya Kota Surabaya saja yang relatif tinggi
kemandirian keuangan daerahnya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa Kota
Surabaya dapat melakukan upaya pembangunan daerahnya dengan baik. Keadaan
ini dapat dibuktikan dari adanya ketersediaan infrastruktur untuk pelayanan publik
yang semakin baik di Kota Surabaya saat ini. Pemerintah daerah lain di Provinsi
Jawa Timur belum mampu mengimbangi Kota Surabaya.

Hal tersebut senada dengan hasil riset yang telah dilakukan oleh Magister
Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2017) bahwa Kota Surabaya mendapat
peringkat ketiga sebagai pemerintah kota dengan kategori indeks keuangan daerah
terbaik untuk regional jawa. Kabupaten Sidoarjo mendapat peringkat kelima
sebagai pemerintah kabupaten dengan kategori indeks keuangan daerah terbaik
untuk regional jawa. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sidoarjo mampu
mengelola keuangan daerahnya. Peranan penting Kabupaten Sidoarjo terhadap
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah adanya Bandara Internasional
Juanda, Terminal Bus Purabaya, dan kawasan perindustrian di Kabupaten
Sidoarjo.

Kemampuan — dalam |

- dapat dilihat - persentase alokasi - modal terhadap total alokasi
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belanjanya. Tabel 1.2 berikut adalah tabel —

Table 2: Persentase Alokasi Belanja Modal Provinsi Jawa Timur

] .
I

| Il N NN R
1 Bangkalan 21,74 | 30,90 2648 2375 NA
2 Banyuwangi 14,12 19,76 21,13 22,56 25,360
3 Blitar 17,25 18,81 17,99 19,50 19,03
4 Bojonegoro 14,39 14,76 16,90 19,04 22,62
5 Bondowoso 18,27 | 21,83 20,77 19,91 22,04
6 | Gresik 852 | 11,19 15,37 24,67 | 2544
7 Jember 11,48 16,15 21,63 22,99 22,11
8 Jombang 10,56 11,79 25,18 17,58 21,57
9 Kediri 19,06 19 48 24,08 24 31 28,04
10 | Lamongan 13,47 18,54 18,17 14,66 17,80
11 | Lumajang 11,83 | 1724 | 1643 | 1657 | 1806
12 | Madiun 17,94 19,93 20,50 18,13 18,11
13 | Magetan 11,19 18.95 15,38 12,45 14,93
14 | Malane 1560 | 1659 | 2028 | 1726 | 17,53
15 | Mojokerto 12,75 NA 21,36 19,43 20,39
16 | Nganjuk 11,79 14,06 15,14 18,46 21.30
17 | Neawi 1021 | 16,88 12,64 NA 17,01
18 | Pacitan 14,22 18,92 16,06 12,98 17,27
19 | Pamekasan 18,28 | 2571 20,61 15,19 22,79
20 | Pasuruan 1557 | 1585 1642 | 1500 | 1703
21 Ponorogo 12,09 14,25 1544 NA 12,17
22 Probolinggo 13,86 | 23,28 20,93 16,97 18,00
23 | Sampang 2845 | 2289 | 23290 | 2400 | 2696
24 | Sidoarjo 13,01 17,01 21,16 NA 27.86
25 | Situbondo 13,16 | 1700 | 2096 | 2270 | 2442
26 | Sumenep 1443 | 1599 17,47 NA NA
27 | Trenggalek 14,96 16,35 15,11 19,38 19,92
28 | Tuban 2491 | 22,12 1902 | 1833 | 2106
29 | Tulungagung 14,15 14,70 15,18 996 15,38
30 | Kota Batu 2642 | 206,71 2423 2947 29.19
31 | Kota Blitar 2,62 | 3202 1832 | 1992 | 2098
32 | KotaKediri 21,71 14 .44 23,28 22,40 22,83
33 | Kota Madiun 2640 | 20,09 22,81 24,87 22,94
34 | Kota Malang 20,13 | 1578 | 2628 | 2722 | 2363
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35 Kota Mojokerto 24,00 20,13 27,66 NA 26,13
36 | Kota Pasuruan 18,13 | 18,12 | 1520 | 1372 | 2417
37 | Kota Probolinggo 20,91 18.67 13,73 11,16 NA
38 Kota Surabaya 30,34 24,64 22,93 29,34 28,43
Rata-rata 17,05 18,96 19,62 19,51 21,50

Ket: NA= data tidak tersedia
Sumber: LHP BPK Jatim, 2017 (diolah).

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa rata-rata _

I pemerintah daerah |
I verturut-turut adalah 17,05 persen; 18,96

persen; 19.62 p

n; 19,51 persen, dan 21,50 persen. Besarnya persentase ini
masih di bawah
yang tertuang dalam 5 - 2010 -

I Panjang NN (RJPMN). yang menyebutkan
B Persentase rata-rata [ tcrhadap total belanja daerah tahun
2010-2014 berturut-turut adalah 26 persen, 27 persen, 28 persen, 2

( sen, dan
30 persen. Adanya perbedaan dalam upaya pembangunan pada setiap(E
I kemampuan pendapatan dacrah [l dimilign I
- pemerintah -1 PDRB, dan kepadatan penduduk.

terhadap [ nemengaruhi  upaya

pembangunan, diwakili ]l variabel alokasi [l modal

suatu

I rumusan masalah tersebut, disusun pertanyaan penelitian.

Pertanyaan yang akan diajukagggpleh penulis adalah sebagai berikut. Apakah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) —
I piovinsi Jawa Timur?, [ Bagi Hasil (DBH)
T Provinsi Jawa
Timur?, [ Alokasi Umum (DAU) [

Provinsi Jawa Timur?, [ NN
(DAK)
) berpengaruh [ alokasi

pada BB Jawa Timur?, Apakah kepadatan penduduk
L

7, Apakah

ﬁii, DBH, DAU, DAK, PDRB dan kepadatan penduduk secara simultan

.
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Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, disusun h

pengaruh secara paggial [
simultan [l DBH, DAU, DAK, PDRB, dan kepadatan pcndudukh
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BAB I
KONSEP DAN TEORI ALOKASI BELANJA MODAL

lainnya

B 1ainny

[ ) Pernyataan No.2: 8). Berdasarkan Pasal 53
.21 [ 2011,

(Mardiasmo,

2002: 132). atas hasil (NI hasil
. dan
(UU . B:b v, [ . Ayat 1).
adalah [N

. Bab I, Pasal 1, Angka 10). Lebih lanjut dijelaskan dalam =

. Adapun




Dalam h 28 I 2009 I Angka 64 dijelaskan [N

. Lebih lanjut
dijelaskan

|
I

e

UU Ngg. 28 Tahun 2009, Bab VI, Pasal 109-110).

=
c

Z.

0. 2@@hahun 2009, Bab VI, Pasal 126—-127).

Bab VI, Pasal
atas

—
=
A
e
—

bl
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I (Permendagri @ Tahun 2006, Bab 111, Pasal 25). gmnpun .

sesuai dengan

I 52b VI B adalah .

- sccara

umum, yang berkontribusi besar terhadap penerimaan PAD pemerintah daerah di
Indonesia adalah dari pajak daerah. Demikian halnya dengan sumber utama
pendapatan pemerintah daerah di Swedia, Denmark, Inggris dan Australia. Akan
tetapi, pemerintah pusat di Inggris memiliki kekuasaan atas semua pajak dan

menggmdalikan semua pajak (Nallathiga, 2012).
2.1 — v

e —pendapatan [
I pemerintah
I persentase

[N DBH merupakan sumber pendapatan

eliyanto [l Handayani: 2016).

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2005 Bab II
Dalam Pasal 4 dan 15 disebutkan

H [ oosa0 dori

|
=]
®

|
|

. Menurut Halim (2016:
127), DAU

.D

n diberlakukannya undang-undang tentang otonomi
keuangan

?

&
1]
—
=]
=
=
(=N
o
=
=]
a3
-
2
=
]
=~

dengan yang [N
e
e
e

I dzcrah

. oleh karenanya,
diperlukan sunatu kebijakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU




(Halim 2016: 122). Dijelaskan lebih lanjut oleh Halim (201
pengalokasian DAU selain dalam kerangka otonomi daerah, juga

I —— i antara

122), tujuan

[

Dalam PP No. 55 Tahun 2005 Bab III Pasal 37 disebutkan bahwa

I
.
_ ditetapkan dalam APBN =
.
.
I >

. Dana Alokasi Umum

(PP No. 55 Tahun 2005, Bab III, Pasal 40).

adalah [ pondapatan [

[
—
tn

djpk ). Atas tujuan tersebut, maka setiap
kabupaten/kota akan mendapatkan besaran dana DAK yang berbeda-beda pada
setiap gghunnya. Dalam PP No. 55 Tahun 2005 Bab IV Pasal 50-51 disebutkan
bahwa Khuhus

|

merupakan kegaitan

persen

{

neto.
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2
=
o

dan menteri

(PP No. 55 Tahun 2005, Bab IV, Pasal 55-57).

ada dasarnya

P ya N
e
]
e

, sedangkan

satu

Regiona! Il (PDRB) N

) merupakan indikator penti ari pertumbuhan ekonomi. Mankiw (2006:
19) mendefinisikan GDP sebagai

. sehingga twjuan [
untuk _ suatu - tertentu dalam

. Pentingnya PDRB dalam pendanaan kebutuhan fiskal daerah
Bab VI [l 28. Dalam Ugglang-
undang tersebut disebutkan bahwa pendanaan kebutuhan fiskal daerah

BN (KK). — PDrB). N
(IPM).

Todaro dan Smith (2011 dalam Nurhalia, 2015) menjelaskan bahvgmerdapat
3 komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah“h

. mencakup NN d:lam
peningkatan [ NN <ctcrampilan [
Kedua, BB populasi yang menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja
(labour force). Komponen ketiga adalah kemajuan teknologi. Semakin tinggi
ekonomi akan menyebabkan pertumbuhan investasi modal swasta dan publik. Hal

|

|
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ini akan menghasilkan lebih banyak fleksibilitas dalam merumuskan belanja

mod merintah (Indarti dan Sugiartiana, 2009 dalam Nurlis, 2016).
217 h

BN dengan [N Berdasarkan

VI [ 28. pendanaan kebutuhan fiskal daerah

(KK,

I (PDRB), [

I (1PM). Nollenberger et al., (2003 dalam Ritonga, 2014: 234) menyatakan
bahwa kepadatan penduduk memengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah

melalui biaya penyediaan jasa dan barang. Jika pemerintah daerah memiliki batas
wilayah yang kompak dan padat penduduk, maka penyediaan layanan publik
seperti sekolah dan pusat kesehatan, pemeliharaan jalan dan jembatan akan lebih
murah per penduduk. Jika suatu pemerintah daerah dengan jumlah populasi yang
identik tersebar di wilayah dengan luasan dua kali lebih besar, maka biaya
penyediaan jasa akan lebih tinggi untuk setiap penduduk. Borcherding dan
Deacon (1972) dan Downing (1973) dalam Ritonga (2014: 234) menemukan
bahwa kepadatan penduduk berbanding terbalik dengan pengeluaran per kapita.
Dengan demikian maka kepadatan penduduk akan memengaruhi kondisi
keuangan daerah melalui sisi pengeluaran, baik operasional maupun belanja

ldal (Ritonga, 2014: 234).
Kajian NN

N bebegpa MMM tcrdahulu dengan topik
yang berkaitan dengan belanja modal, h

. Pcoclitian-penelitian tersebut menghasilkan penemuan-

penemuan yang berbeda-beda.

2.2.1 Belanja Modal
Nurlis (2016) melakukan penelitian tentang h
R, imii menggunakan metode

kuantitatif dengan model data panel, yang meliputi 3

ovinsi di Indonesia dalam
rentang waktu tahun 2011-2013. Variabel terikat

N bebasnya NN PDRB,

kepadatan pendygimk, - pendapatan per kapita. _ menyimpulkan
I PDRB, berpengaruh

. Artinya adalah [N
besarnya [ borang

, kepadatan
penduduk, dan NSNS rAD BN
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I mendanai belanja I berasal NS bukan
-

Fisher [l Wassmer (2015) melakukan peneliti ntangh
memengaruhi NN beberapa negara-h
I mode! M. yang meliputi 50 negara bagian di

Amerika Serggat dalam waktu tahun 9 tahun (tahun 2000-2010, tanpa tahun 2001
dan 2003)h,
pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk > 65 tahun, jumlah penduduk yang
menghadiri sekolah umum K-12, jumlah penduduk yang memiliki rumah, PDB

per kapita, hibah federal per kapita, dana investasi ARRA, ideologgmpolitik warga
liberal, dan jalan yang buruk. Variabel terikatnya adalahoh

Kesimpulan [ bahwa [ ckonomi [N
memengaruhi  pengeluaran modal negara-daecrah. Pendapatan, kepadatan
penduduk, pertumbuhan penduduk, besarnya hibah federal, depresiasi dari
infrastruktur publik juga memiliki efek positif yang diharapkan. Faktor
kelembagaan dan politik adalah juga penting, karena ideologi negara bagian yang
lebih liberal dikaitkan dengan belanja modal publik yang lebih tinggi (Fisher dan
Wassemer 2015).

Edogbanya, Adejoh dan Sule (2013) melakukan penelitian tentang dampak

upaya pembangunan pemerintah. Sebuah sigmi kasus di dewan lokal terpilih di
Pemerintah Daerah Kogi Timur, Nigeria. _
deskriptif kuantitatif dengan _ memilih
3 dari 9 pemerintah lokal dengan teknik sampling, dalam kurun waktu 2006-2010.
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alokasi pendapatan transfer,
pendapatan minyak mentah, pendapatan internal dan pajajgmwenambahan nilai.
Variabel terikatnya adalah upaya pembangunan. Hasil darih
-

alokasi transfer pemerintah lokal dengan
upaya pembangunan pemerintah, penerimaan pajak pertambahan nilai yang

signifikan berdampak pada proyek modal pemerintah. Proyek pembangunan
pemerintah sangat kuat dipengaruhi oleh alokasi dari akun berlebih minyak
mentah. Dan terdapat hubungan antara pendapatan internal dengan proyek modal

pemerintah.
Mamuka dan Elim (2014) melakukan penelitian tentang
Talud.

I analisi adalah

anggaran dan realisasi dari

I dan )= 2011. I dari

I ca:h
. bersumber dari
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pelaksanaan _—

I sangatiah [
e

Pe—

I O1a [ Tonwe (2003 [ Olubukunola dan Siyanbola, 2014),
pendapatan internal adalah sumber rezeki utama bagi pemerintah daerah. Ini
adalah kawat hidup dari pemerintah daerah. Karena hanya itulah sumber uang
yvang dimiliki pemerintah daerah yang bisa dikontrol. Lebih lanjut menurut
Adebayo dan Rowland (1974 dalam Olubukunola dan Siyanbola, 2014), sejauh
mana pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya akan sangat bergantung pada
kekuatan pendapatan internalnya. Dalam penelitian yang dilakukan Edogbanya,

Adejoh dan Sule (2013 da Pemerintah Daerah Kogi Timur Nigeria tahun
2006-2010 dijelaskan

pendapatan internal [l proyek [INENENEGEEE.
.ghasilkan lebih

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah bisa
banyak pendapatan internal apabila dilakukan pemantauan.

Hartiningsih [JJlj Halim (Jl}). Hartiningsih ] Halim
di12

Riau pada tahun 2008-2012 dengan regresi data panel.

dan [N

- pajak - tribusi daerah - lain-lain PAD yang sah. Hasil dari
penelitian ini adalah

I dzpat
]
e
N PAD yang sah
e
I PAD —

) melakukan penelitian ||| N
Ny modic] NN

Penelitian ini menggunakan metode observasi nonpartisipan dengan telgm
analisis Moderated Regression Analysis (MRA). Data yang digunakan berasal

Provinsi | NN 2011. Hasil [ 2dalah
pada NN i
I cahun anggaran

I scita_pertumbuhan N
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Heliyanto dan Handayani (2016) melakukan penelitian tentang

adalah 38

2012 I rcrikat I
. bebasnya _, DAK,
B DBH. N ini
I modal. Jika pemerintah IS
|

dapat [N
I ccrschut tidak sesuai dengan penelitian Nurlis (2016).

Nurlis (2016) dalam penelitiannygggli 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2011
2013 menjelaskan bahwa PAD —
N mendanai belanja
BN berasal NN bukan I

2.2.3 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam penelitian Edogbanya, Adejoh dan Sule (2013) yang dilakukan pada
Pemerintah Daerah Kogi Timur, Nigeria tahun 2006-2010 dijelaskan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan transfer terhadap
pemerintah lokal dengan upaya pembangunan pemerintah. Aloysius dan Fabian
(2015) melakukan penelitian tentang pendapatan internal dalam sistem pemerintah
daerah dan pembangunan masyarakat berkelanjutan di Nigeri tudi pada
Wilayah Pemerintah Daerah Abakaliki Negara Bagian Ebonyi.h
AN dengan metode surve. [NEEG_—
B nenjelaskan [ bahwa sumber pendapatan internal pemerintah daerah
tidak sepenuhnya dikelola, sedangkan pendapatan yang tersedia tidak
dimanfaatkan dengan baik dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Adanya
ketergantungan terhadap alokasi pendapatan transfer telah melumpuhkan

pemerintah lokal dari pemasukan yang efektif.
Asyaidah (2015) melakukan penelitian tentang —

I «lokasi belanja modal.
I P/ D, dana perimbangan, [l SiLPA.
menjelaskan | osi:if

pada kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan kabupaten/kota yang
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menerima h besar
I - dapat [N

N pcrlu melihat

dari segi kemampuan keuangan pemeggmtah daerah itu sendiri. Heliyanto dan
Handayani (2016) dalam penelitianya
I 2012-2014 menjelaskan bahwa DBH

e
-
I
224 [l Alokasi Umum (DAU)

Dalam penelitian Edogbanya, Adejoh dan Sule (2013) yang dilakukan pada

Pemerintah Daerah Kogi Timur, Nigeria tahun 2006-2010 dijelaskan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan transfer terhadap

pemerintah lokal dengan upaya pe

angunan pemerintah. Heliyanto dan
Handayani @@#16) dalam penelitiannya
2012-2 berpengaruh [N alokasi [
| ]

I cingicat NN suat
I scdikit NN diperolch [N moka
ketergantungan tidak terlalu signifikan. Penelitian
Mulyani (2016) yang dilakukan
I Barat [ 20082015 menjelaskan

DAU [N mungkin menyiratkan [N

DAU untuk [ dapat lebih [ lagi.
KengapenelmL Nurlis (2016) [l

Lewis (2013). Nurlis (2016) dalam pegggitiannya di 33 provinsi di Indonesia pada

tahun 2011-2013 menjelaskan bahwa —

. mendanai
belanja [ berasal NN bukan I, Lewis

(2013) melakukan penelitian dengan belanja modal per kapita sebagai variabel
terikat dan variabel bebasnya adalah PAD per kapita, DAU per kapita, DAK per
kapita, PDRB dan jumlah penduduk. Penelitian dilakukan di 453 pemerintah
daerah di Indonesia pada tahun 2003—2009 yang menjelaskan bahwa DAU kurang
penting dalam menstimulasi belanja modal.
2.2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penelitian Edogbanya, Adejoh dan Sule (2013) yang dilakukan pada
terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan transfer terhadap

pemerintah lokal d n upaya pembangunan pemerintah. Penelitian Aggaidah
(2015) mcnjclaskanh pAK I
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I (ndonesia. [N

I ncnmiliki peran dalam alokasi belanja modal.

unculkan asumsi -
adalah [
dan
dapat digunakan - peningkatan, perbaikan, _
I dalam rangka . 1cvis (2013) dalam penelitiannya di 453

pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2003-2009 memunculkan bukti
empiris bahwa DAK signifikan dalam menstimulasi belanja modal publii‘aerah.

Heliyanto dan Handayani (2016) dalam penelitiannya pad
R  2012-2014 dijelaskan bahwa h

Nurlis (2016) dalam penelitiannya di 33 Provinsi di Inggmesia tahun 2011-
2013 menjelaskan bahwa Poduk Domestik Bruto (PDB) h
. Dengan meningkatnya _,
yang dianggarkan. Lewis (2013)
melakukan penelitian di 453 pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2003-
2009 yang menjelaskan bahwa PDRB merupakan faktor penentu belanja modal
daerah secara signifikan.
2.2.7 Kepadatan Penduduk

Nurlis (2016) dalam penelitiannya di 33 Provinsi di Indonesia tahun 2011-
2013 mengungkapkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh secara signifikan

terhadap belanja modal. Daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi

akan membutuhkan banyak sarana dan prasarana schingga pemerintah daerah

harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk membangun fasilitas umum.

Fisher dan Wassmer (2015) dalam penelitiannya di 50 negara bagian di Amerika

Serikat dalam waktu tahun 9 tahun (tahun 2000-2010, tanpa tahun 20 n

2003) mengungkapkan bahwa kepadatan penduduk merupakan salah satu()‘
berbagai negara.

23 Kggmngka Penelitian
deskriptif dan analisis |||
- dalam menganalisis . DBH, . rorB B

kepadatan penduduk [ 2okasi [N i Provinsi

I Timur. Adapun gambaran singkat dari peneltian ini, dapat dilihat pada
Gambar berikut.
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